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RENCANA AKSI DAERAН РЕМВANGUNAN KESETARAAN GENDER
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOТА КОТA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a.

Mengingat

b.

c.

: 1.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam.
Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah

diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan
melalui pengintegrasian perspektif gender sebagai dimensi
integral dalam seluruh tahapan Pembangunan Daerah,

meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan;
bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara terarah,
terukur, dan berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi
Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender sebagai dokumen
operasional yang memuat arah kebijakan, rencana aksi,
serta langkah implementatif yang terintegrasi dalam
perencanaan Pembangunan Daerah di wilayah Kota
Administrasi Jakarta Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Rencana
Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender di Wilayah
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

5. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;

6.

2010 tentang

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pengarusutamaan Gender;

7. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 tentang
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;

8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor
40 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER DI WILAYAH KОТА

ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023 - 2026

KESATU

KEDUA

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender,
yang selanjutnya disebut RAD-KG Tahun 2023-2026, adalah

dokumen operasional penyelenggaraan Pengarusutamaan
Gender di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang
terintegrasi dalam dokumen perencanaan Pembangunan
Daerah dengan mengintegrasikan perspektif gender sebagai
dimensi integral dalam seluruh tahapan pembangunan,
meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
Maksud Penetapan Rencana Aksi Daerah Pembangunan
Kesetaraan Gender di Wilayah Kota Administrasi Jakarta
Barat Tahun 2023-2026 adalah untuk:

a. memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat

Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan pemangku
kepentingan terkait dalam penyelenggaraan

Pengarusutamaan Gender sebagai strategi Pembangunan
Daerah;

b. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan
Rencana Strategis Perangkat Daerah/Unit Kerja

Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah yang responsif
gender;

c.Mendukung...
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c. mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Daerah

yang selaras dengan sasaran pembangunan nasional dan
komitmen global di bidang kesetaraan gender.

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender di
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026
bertujuan:

a. menetapkan pedoman dalam penyelenggaraan
Pengarusutamaan Gender guna menjamin integrasi

perspektif gender dalam seluruh siklus pembangunan
daerah;

b. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
responsif gender;

c. memperkuat koordinasi lintas Perangkat Daerah/Unit

Kerja Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan; dan
d. memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok

Kerja Pengarusutamaan Gender, selaras, dan bersinergi
sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah.

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender di
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026
meliputi:

a. penguatan kelembagaan
Pengarusutamaan Gender;

penyelenggaraan

b. arah kebijakan penyelenggaraan Pengarusutamaan
Gender;

c. rencana aksi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
d. mekanisme penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
e. pengelolaan data terpilah gender, indikator kinerja

kesetaraan gender, serta integrasi Anggaran Responsif
Gender;

f. pendanaan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di
wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat; dan

g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
Pengarusutamaan Gender.

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender di
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026

sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT digunakan
sebagai tolak ukur capaian penyelenggaraan
Pengarusutamaan Gender lima tahunan di wilayah Kota
Administrasi Jakarta Barat.

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender
Tahun 2023-2026 memuat program, kegiatan, dan/atau

subkegiatan prioritas penyelenggaraan Pengarusutamaan
Gender di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah.

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender

Tahun 2023-2026 menjadi acuan teknis dan pedoman
implementatif bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat
Daerah dalam menerjemahkan kebijakan kesetaraan gender
ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, yang disusun

dengan sistematika format rencana aksi daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Walikota.
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Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan bidang perencanaan daerah dan
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak melakukan pemantauan dan evaluasi

secara berkala terhadap penyelenggaraan Rencana Aksi

Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender Tahun 2023–2026,

berbasis indikator kinerja, capaian output, dan pelaporan

kinerja daerah.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 2024.

WALIKOTA KOTO ADMINISTRASI JAKARTA BARAТ

PROVINSIDAERALKNUSUS IBUKOTA JAKARTA,
☆

UUS KUSWANTO

MUINISTRA07301211993031004

Tembusan:

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Barat

2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat

4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat
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